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BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SUI..AWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Talrun Anggaran2022;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undang fi,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234;

3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi

Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4685);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a

r



Menetapkan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

5. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahtn 2027

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 lBenta Negara

Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 926).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI.A,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urtlsan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

addah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

APBD terdiri

Daerah.

Pasal 2

atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 686.790.969.837,- (enam ratus

delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam

puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah 56!agaiman4 dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. f 1.191.892.011.- (sebelas miliar seratus

sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sebelas

rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

12l, Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 6.338.985.823,- (enam miliar ;gp ratus tiga puluh delapan

juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga

rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 488.906.188,- (empat ratus delapan puluh

delapan juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan

rupiah).


